PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2007
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR

Menimbang :

Mengingat

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007,

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4740);

MEMUTUSKAN: . ..
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak

dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan
dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani
oleh kedua belah pihak, dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang
tidak disetujui.

. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB II
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WANITA KAWIN,
SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN

Bagian Kesatu
Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wanita Kawin

Pasal 2

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib
mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Kewajiban . . .



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

-3-

Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup
terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis
berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak
hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan penghasilan dan harta, hak
dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban perpajakan suaminya.

Wanita kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ingin melaksanakan
hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan
kewajiban perpajakan suaminya dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh
Nomor Pokok Wajib Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian
Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wanita kawin sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Kedua
Surat Pemberitahuan

Pasal 3

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak
belum melakukan tindakan pemeriksaan, dapat membetulkan Surat
Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan
tertulis.

Pernyataan tertulis dalam pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat
yang telah disediakan dalam Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa
Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan Surat Pemberitahuan.

Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan
harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan Surat Pemberitahuan
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4. ..
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Pasal 4

Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah
disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali atas Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa
Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan
rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang, dengan
menyampaikan pernyataan tertulis.

Pernyataan tertulis dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan yang
menyatakan rugi fiskal berbeda dengan rugi fiskal yang telah
dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat
yang telah disediakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang
menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan Surat
Pemberitahuan Tahunan.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling
lama 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali.

Jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk melakukan pembetulan Surat
Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak
tanggal stempel pos pengiriman, atau dalam hal diterima secara langsung,
jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya surat
ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan,
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak
memperhitungkan rugi fiskal menurut surat ketetapan pajak, Surat
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali dalam penerbitan surat ketetapan pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Direktur Jenderal Pajak menghitung kembali kompensasi kerugian dalam
Surat Pemberitahuan Tahunan secara jabatan berdasarkan rugi fiskal sesuai
dengan surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan Surat Pemberitahuan
Tahunan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga
Pengungkapan Ketidakbenaran

Pasal 5

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan
pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang sepanjang mulainya penyidikan
belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia.

Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan:

a. penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya
terutang dalam format Surat Pemberitahuan;

b. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran
pajak; dan

c. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi
berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen).

Terhadap Wajib Pajak yang telah mengungkapkan ketidakbenaran
perbuatannya dan sekaligus melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak
yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak akan dilakukan penyidikan, sepanjang tidak
ditemukan data yang menyatakan lain dari pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan oleh Wajib Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak.

Pasal 6

Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis
mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah
disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang, sepanjang pemeriksa
pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan:

a. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan;

b. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar;
dan

c. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen).

(3) Untuk . . .



